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TENTANG
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Menimbang

Mengingat

d,

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EEKASI

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2040
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010<2025, unfuk
mempercepat terlaksananya tata kelola pemerintahar yang baik,
maka guna kelancaran pelaksanaan Reformasi Birckrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perlu adanya
Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan PFemerintah
Kabupaten Bakas;

pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimzksud dalam
huruf a, perly menetapkan Peraturan Bupati tentang Sosd Map
Reformasi Biroxrasi Kabupaten Bekasi 2015-2019;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19850 tentang Femerintah

Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barol (Berito
MNagara Tahun 15507,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelavanan Publik
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112,
tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang MNomor § Tahun 2014 {entang Agaratur Sipil
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer
8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Numor
244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Fembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriniah
Dasrah {Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 2005 Momor
165, Tambahan Lembaran Negara Momor 4593);



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemenntahan antara Pemerintah, Pemerinizhan Uasrsh
Prowvinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota (Lembasan Megzra
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lemnbarsn
Negara Normor 4737);

Peraturan Presiden Nomer 81 Tahun 2010 tentang Crand Design
Reforrrasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Pendaysgunaan Aparatur MNegara  dan
Reforrmasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengusulan, Pernetapan dan Pembinaan Reformasi Birokras! Pada
Pemerintah Daeral;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan
Reformasi Birckrasi Nomer 11 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintan Daeran:

10, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahum 2010

1.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Paniang Daszrah
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana tolah d; ubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencans Pembangunan Jangka Panjang Dasrah
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Dagrah
Kabupzaten Bakasi Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 6 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RFJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012 -2017 <c=b. gaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraiuran Daerah
Kabugaten Bekasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan I{esidua
Atas Peraturan Dasrsh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Fencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kaburalten Bekasi
2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018
Momor 2);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 8 Tahun 2014

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kebupaten Bekasi Tahun 2014 Nemor 8).



Manetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAF REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN BEKASI 2015-2019

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi,

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi, -

3. Bupati adalah Bupati Bekasi,

4. Batuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatl SKPD
adalah Orpanisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan program-
program Reformasi Birokrasi.

. Reformasi Birckrasi adalah proses menata ulang birokrasi daii tngkat
tertingg! hingga terendah dan melakukan terobosan bary dergan
langkah-langkah bertahap, mengubah paradigma, Kon'uel, reajistis,
sungguh-sungguh, inovatif, dan dengan upaya luar biasa,

6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi
arah webijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasions! uzick kurun
waktu 2010-2025.

7. Roed Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalizasi Grand
Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan satiap 5 {lima)
tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dar satuy
tahapan ke 1zhapan selanjuthya selama 5 (lima) tahun dengar sasarsn
per tahun yang jelas.

8. Monitoring adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilskukan untuk
memantau dan mengawasi proses dan perkembangan pelaksanzan
suatu program.

L

BAEB Il
KEDUDUKAM
Pasal 2

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 digunakan sebagai
dasar pelakssnaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bekasi.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2079 zehagaimana
dimaksud pada avat (1) berkedudukan dan berfungsi selagei
dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Sirosrasi
bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Eekasi,



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1) Memberikan panduan darn kejelasan mengenal mekanisme sera
prosedur dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kebupaten
Bekasi Tahun 2015-2019;

(2) Untuk menjamin  proses, keberhasilan dan kesinambungan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2015-
2018,

BAB IV
SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 disusun dengan
sistikatika sebagai berikut

BAB | ; PENDAHULUAN

BAB Il : GAMBARAN UMUM BIROKRAS| DPEMERINTAH
DAERAH

BAB Il © AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH

BAB |V . MONITORING DAN EVALUASI

BAB W . PENUTUP

Pasal 5§

Isi dan wraian Road Map Reformasi Tshun 2015-2099 Sirokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam | ampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan fupati Pekasi
ini.

BABY
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pengenda'ian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Dirokrzsi di
lingkungan Pemerintan Daerah Kabupaten Bekasi ditaksanakar sleh
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim dalam melakukan pengendalian dan ewvaluasi sabagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan
menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dar Tim Reformasi
Birokrasi Masional,



Pasal 7

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi Tahun 2015-2019 dapat diubah sesual dengan perkembangan
dan kebutuhan Daerah berdasarkan Evaluasi Tim sebagaimana

dimaksud pada pasal &

BAB VI
FEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bekasi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer=n Kaoupaten
Bekasi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETEMTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal giundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memernntahkan pengundangan Peraturan Eupatl
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dekas),

Ditetapkan di Cikarang Fusal
pada tanggal

% ~gupaT BeKast, £

#A BPRENENG HASANAH YASIN

'



